BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
1.1 Kesimpulan

Untuk aksesbilitas sarana kesehatan yang dilihat Jangkuan Pelayan Sarana
Kesehatan, Rute Angkot dan Jaringan Jalan Kota Padang sudah cukup mudah dijangkau
oleh masyarakat dengan luas yang terlayani oleh sarana kesehatan puskesma 25.135,38
Ha. Dan Arah pengembangan sarana kesehatan puskesmas diarahkan ke area tak
terlayani dan melebihi daya tampung sarana kesehatan kecamatan yang sesuai teknis
bangunan sarana kesehatan yang terluas di Kecamatan Pauh Dan Kecamatan Lubuk
Kilangan.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, dimana
penelitian mengenai pola sebaran sarana kesehatan yang disarankan adalah melihat efek
keberadaan pilihan lokasi dan kemudahan aksebilitas untuk masyarakat.

Untuk rekomendasi bagi pemerintah setempat dari hasil penelitian ini pemerintah
dapat mengambil beberapa kebijakan seperti penguatan regulasi terkait pemanfaatan
ruang di wilayah tersebut. regulasi ini diantaranya perumusan peraturan daerah Rencana
Detail Tata Ruang pada kawasan-kawasan yang memiliki pertumbuhan yang cepat,
khususnya pada lokasi-lokasi kepadatan tinggi.

Dan untuk pihak swasta masyarakat dalam membangun Sarana kesehatan
diharapkan mengacu pada telah ditetapkan seperti RTRW dan RDTR serta mudahnya
dalam proses perizinan dan diharapkan akan terwujudnya Kawasan Perkotaan nyaman

melalui pemenuhan kebutuhan sarana kesehatan.
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